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1.1  Latar Belakang Masalah

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang
sangat menarik untuk dikaji mengingat semakin menguatnya tuntutan
akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat, daerah maupun desa
(Abdullah,2018). Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja
finansial desa, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mempublikasikan
laporan keuangan kepada pemangku kepentinganya. Telah banyak yang diketahui
bahwa ada banyak pihak yang akan mengendalikan informasi dalam laporan
keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah desa sebagai dasar untuk
mengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi tersebut harus bermanfaat bagi

para pemakai.

Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak
pembagunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan
kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang
dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Hal ini
dinyatakan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. dalam
anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), pemerintah mengalokasikan dana
desa kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Tentu saja, peran besar yang
diterima desa disertai dengan pertanggungjawab yang besar. Oleh karena itu

pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola



pemerintahannya dimana seluruh akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa

harus ditanggungjawabkan.

Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang
menjadi informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau
manfaat sebagaimana disebutkan dalam PP No.71 tahun 2010 berisi penerapan
standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dilengkapi dengan kerangka
konseptual akuntansi pemerintahan terdiri dari: (a)relevan, (b)andal, (c)dapat
dibandingkan, dan (d)dapat dipahami. Informasi dikatakan relevan apabila
informasi tersebut memiliki umpan balik, memiliki nilai prediktif, schingga dapat
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan
andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap faktor secara jujur, serta
dapat diverifikasi. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan
keuangan pemerintahan desa antara lain yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia,

Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern.

Ariesta (2013) menyatakan bahwa keterandalan merupakan suatu
kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut
benar atau valid. Oleh karena itu, pemerintah desa dalam pelaporan keuangan
pemerintah desa mampu memberikan informasi yang andal atau valid dan bebas
dar pengertian yang menyesatkan, sehingga masyarakat desa percaya dan
meyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar. unsur nilai informasi yang
penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Banyak pihak yang

akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh






